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ABSTRAK

Pengelolaan keuangan mempunyal peranan penting dalam pembangunan
negara. Kondisi di Indonesia, pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat
maupun daerah seringkali digunakan untuk kegiatan yang tidak patut, dan
pertanggungjawaban keuangan yang tidak cermat dari pengguna anggaran. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) seringkali menemukan pengelolaan keuangan yang
tidak cermat dan patut. Kendati demikian, asas kecermatan dan kepatutan dalam
pengelolaan keuangan belum dijadikan norma atau kaidah dalam pengelolaan
keuangan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisi's penegakan asas
kecermatan dan kepatutan di dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan
tujuan hukumpenegakan asas kecermatan dan kepatutan di dalam sistem
pengelolaan keuangan negara. Tipe penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual. Bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa asas kecermatan diatur dalam Pasal
1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, sedangkan asas kepatutan diatur
dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kendati demikian,
ketentuan asas kecermatan dan kepatutan tidak diatur secara jelas dan lengkap
dalam Pasal selanjutnya sehingga terdapat kerancuan dan ketidakpastian hukum
dalam menciptakan suatu pedoman kerja untuk meningkatkan pelayanan dalam
pengelolaan keuangan negara. Perlu dicermati bahwa asas pengelolaan keuangan
negara bukan merupakan aturan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan
mengikat melainkan secara moral dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan
keuangan negara, sehingga bisa menciptakan pengelolaan keuangan negara yang
baik dan menghindari terjadinya kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipertimbangankan adanya
pengaturan penambahan asas-asas di dalan pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawabannya. Penegakan asas kecermatan dan kepatutan bisa
diciptakan salah satunya dengan cara menciptakan moralitas kelembagaan. Selain
itu, faktor penegakan asas kecermatan dan kepatutan juga dipengaruhi oleh faktor
peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Artinya harus ada
aturan tentang asas kecermatan dan kepatutan dan ada aparat yang mengawasi
penegakannya. Terpenuhinya pengaturan terhadap penegakan terhadap konsep
asas kecermatan dan asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara secara
jelas addah akan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik(good
governance) dengan adalah adanya akuntabilitas, adanya peraturan perundang-
undangan, informasi dan transparansi, disamping kepastian hukum (het
rechtszekerheodsbeginsel) menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara yang baik melalui Sistem Accrual Accounting (SAA).

Kata Kunci: Asas Kecermatan, Asas Kepatutan, Keuangan Negara, Kepastian
Hukum.
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ABSTRACT

Financial management has an important in the role development of the
country. The condition in Indonesia, the state financial management, both at
central and local levels are often used for activities that are inappropriate and
inaccurate financial accountability of budget users. BPK often find that financial
management is not careful and proper. Nevertheless, the principle of accuracy
and propriety of financial management have not been used as norms or rules of
financial management. The research objective is to analyze enforcement with the
principles of accuracy and propriety in the state financial management system
and enforcement with the principle of legal purposes fulfillment accuracy and
propriety in the country's financial management system. This type of researchisa
juridical-normative research approach to legidation. Anda conceptual Legal
materials used are primary and secondary legal materials.

Results of this study found that the principle of accuracy provided for in
Article 1, paragraph 1 of Law No. 15 of 2004, while the merit stipulated in Article
3, paragraph 1 of Law No. 17 of 2003. However, the provisions of the principles
of accuracy and propriety are not regulated clearly and fully in the next chapter
so there is confusion and legal uncertainty in creating a working guidelines to
improve services in the management of state finances. Should be observed that the
principle of the state's financial management is not the rule of law that does not
have binding force but morally can be used as guidelines in the management of
state finances, so they can create a good public finance management and to avoid
losses to the state.

Based on this, it is necessary dipertimbangankan any additional settings
on the principles of financial management and accountability. Enforcement the
principle of great precision and propriety can be created one of them is by the
creation morality institutional. In addition, factors enforcement great precision
and propriety principle is also affected by a factor of legislation and law
enforcement officials.It means there must be rules about the principle of great
precison and propriety and there are officials who supervises
penegakannya.Fulfillment of the arrangement of the fulfillment of the concept of
the principle of accuracy and merit in state financial management clearly is going
to encourage the creation of good governance (good governance) with is a lack of
accountability, the laws and regulations, information and transparency, besides
legal certainty (het rechtszekerheodsbeginsel) creating a financial management
and accountability through both countries Accrual Accounting System (AAS).

Keywords: Accuracy Principles, Principle of Decency, the State Treasury, Legal
Certainty.
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